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Dalam setiap pertumbuhan jumlah pembiayaan dan setiap bentuk 
penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga mediasi keuangan seperti bank ini 
tentunya memiliki risiko tersendiri atas terjadinya kernacetan dalam proses 
pengembalian dana kepada bank, pembiayaan bermasalah pada bank syariah 
dikenal dengan istilah Non Performing Financing (NPF). Dalam penelitan ini 
terdapat satu rumusan masalah yaitu apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh 
terhadap Non Performing Financing (NPF)? Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif analitis. Data penelitian diambil dari laporan keuangan bank 
umum syariah yang dijadikan sampel penelitian ini dari tahun 2010-2018. Dalam 
penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah pembiayaan murabahah 
dan variabel dependent  ialah Non Performing Financing (NPF). Penelitian ini 
menunjukan hasil nilai Koefisiensi regresi Bank Muamalat Indonesia sebesar -
0,069 dan nilai signifikansi sebesar 0,729, yang berarti tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap NPF, pembaiyaan Murabahah 
pada Bank Maumalat hanya mempengaruhi 1,8% dan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain yaitu pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Kemudian 
Bank Jabar Banten (BJB) Syariah menunjukan nilai koefisiensi regresi sebesar 
0,270 dan nilai signifikansi sebesar 0,128, yang berarti tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap NPF, pembiayaan Murabahah 
pada Bank BJB hanya mempengaruhi 29,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 
lain yaitu lemahnya perekonomian global yang berdampak pada bisnis nasabah 
pembiayaan sehingga kondisi keuangan nasabah menurun. Dan bank yang 
selanjutnya ialah Bank Panin Dubai Syariah menunjukan nilai koefisiensi regresi 
sebesar -0,082 dan nilai signifikansi sebesar 0,290 yang berarti tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap NPF, pembiayaan 
Murabahah pada bank Panin Dubai Syariah hanya mempengaruhi 15,8% dan 
sisanya dipengaruhi oleh adanya penurunan tingkat pembiayaan terhadap 
pendanaan (FDR). Hipotesis penelitian ditolak, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa tidak ada pengaruh pemberian pembiayaan murabahah terhadap Non 
Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  
Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing (NPF) 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 
tujuan ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan 
terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu 
langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok masalah yang akan 
dibahas. Adapun judul skripsi ini  adalah Pengaruh Pemberian Pembiayaan 
Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia. 
1. Pengaruh adalah  kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang 
dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap 
apa-apa yang ada di sekelilingnya.
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 Yosi Abdian Tindaon, Bahasa dan Sastra Indonesia, 
http://yosiabdiantindaon.blogspot.com/2012/11/pengertian-pengaruh.html,jum’at 16 November 2012, 
pukul 05:35. 
2
 Staf, Arti Kata Pemberian Makna Pengertian Dan Definisi Dari Kata Pemberian, 




3. Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian pembiayaan dimana bank 
membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem 
pembayaran di tangguhkan. 
4. Non Performing Financing adalah kredit bermasalah yang terdiri dari 
kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.
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B. Alasan Memilih Judul 
1. Secara objektif 
Hasil observasi data yang didapat melalui laporan keuangan 
yang di publikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa 
banyak pembiayaan murabahah yang di salurkan oleh Bank Syariah 
akan tetapi banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah  
maka, apakah pemberian pembiayaan tersebut memberikan pengaruh 
terhadap Non Performing Financing atau tidak. 
2. Secara Subjektif  
a. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, dimana penulis 
ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai 
pembelajaran bersama mengenai pengaruh pembiayaan 
murabahah dan Non Performing Financing. 
b. Tema penelitian yang akan diteliti relavan dengan disiplin 
keilmuan yang sedang penulis geluti, yaitu Ilmu Perbankan 
Syari’ah. 
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c. Kesediaan Literatur dan sumber data yang ada. 
C. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia perbankan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
dimana OJK sebagai pengawas lembaga keuangan dan non keuangan yang 
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) memiliki fungsi mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang 
terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengawasan 
terhadap kegiatan keuangan di sektor Perbankan, Sektor Pasar Modal, dan 
sektor IKNB. Tugas, wewenang pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 tahun 
2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 
yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tujuan agar keseluruhan 
kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggaara secara teratur, adil, 
transparan, akuntabel, mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh 




Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 
7 tahun 1982 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998. 
Setelah berjalannya waktu dan penggunaan undang-undang mengenai 





perbankan syariah, akhirnya  diterbitkanlah undang-undang yang lebih 
spesifik guna menerangkan apa itu perbankan syariah pada Undang-undang 
No. 21 Tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan menurut jenisnya terdiri 
atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
5
 Undang-undang ini mengatur secara 





Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 
 
TAHUN BUS UUS BRPS 
2010 11 23 150 
2011 11 24 155 
2012 11 24 158 
2013 11 23 163 
2014 12 22 163 
2015 12 22 162 
2016 13 21 166 
2017 13 21 167 
2018 14 20 168 
       Sumber : Statistik Perbankan Syariah tahun 20187 
 
Tabel diatas menunjukan bahwa perkembangan perbankan syariah di 
Indonesia khususnya bank umum syariah telah mengalami fase peningkatan 
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yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-undang yang mengatur 
tentang perbankan yakni Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang kemudian 
direvisi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah. Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu 
produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. 
Perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya 
menggunakan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain mengacu pada Al-
Qur’an dan Hadist yang memberlakukan sistem bagi hasil (Profit and Loss 
Sharing). Produk – produk yang ditawarkan oleh bank syariah serupa dengan 
yang ditawarkan oleh bank konvensional, namun tentu berbeda dalam 
penerapannya. Salah satu produk di bank syariah ialah produk pembiayaan 
dengan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaaan yang 
paling banyak digunakan dalam perbankan syariah, ada berbagai alasan 
mengapa Murabahah lebih banyak digunakan dibandingkan produk lainnya. 
Sebab dalam pembiayaan murabahah seperti misalnya pembiayaan 
kepemilikan rumah, nasabah sudah dapat mengetahui kewajiban yang harus 





Jumlah pembiayaan di Bank Umum Syariah (BUS) 
 
Dalam milyar rupiah 
TAHUN 
OUTSTANDING PEMBIAYAAN 
MUDHARABAH MUSYARAKAH MURABAHAH QARDH ISTISHNA' IJARAH SALAM 
2010 8.631 14.624 37.508 4.731 347 2.341 0 
2011 10.229 18.960 56.365 12.937 326 3.839 0 
2012 12.023 27.667 88.004 12.090 376 7.345 0 
2013 13.625 39.874 110.565 8.995 582 10.481 0 
2014 14.354 49.378 117.371 5.965 633 11.620 0 
2015 7.979 47.357 93.642 3.308 120 1.561 0 
2016 7.577 54.052 110.063 3.883 25 1.882 0 
2017 6.584 60.465 114.458 5.476 18 2.788 0 
2018 5.699 65.653 115.568 6.532 16 3.352 0 




Table diatas menunjukan bahwa akad murābahah menjadi pilihan 
favorit produk pembiayaan dan sangat pesat perkembangannya di Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS). Dikarenakan pembiayaan akad murabahah lebih 
familiar di masyarakat, kemudian akad ini juga yang paling sesuai dengan 
kondisi masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Lampung. Selain itu, 
akad murabahah juga lebih mudah dan tepat/pasti perhitungannya. Menurut 
data Statistik Perbankan Syariah hingga November 2018, jumlah porsi 
pembiayaan murābahah di bank syariah sejumlah 115.568 (Miliar rupiah).9 
Dalam setiap pertumbuhan jumlah pembiayaan dan setiap bentuk 
penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga mediasi keuangan seperti bank 
ini tentunya memiliki risiko tersendiri atas terjadinya kernacetan dalam proses 







pengembalian dana kepada bank. Jika pada bank konvensional dikenal istilah 
kredit macet dengan Non Performing loan (NPL) sebagai rasio yang 
menggambarkan seberapa besar kredit macet tersebut, maka pada bank 
syariah dikenal istilah pembiayaan bermasalah dengan Non Performing 
Financing (NPF) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar 
terjadinya pembiayaan bermasalah. 
Tabel 1.3 
Tingkat NPF (Non Performance Financing) BUS 
 
 
     Sumber : Statistik Perbankan Syariah
10 
Tabel diatas menujukan bahwa adanya perkembangan perbankan 
syariah yang sangat pesat yang juga disertai dengan adanya tantangan 
bank syariah dalam meningkatakn kepercayaan stakeholder, serta pihak 
lainnya. Ditunjukan dengan tingginya tingkat NPF (Non performing 
financing) pada bank umum syariah di Indonesia. 
Terkait dengan pembiayaan murabahah dan NPF (Non performing 
financing) terdapat tiga bank yang mengalami permasalahan dalam 






































kegiatan operasional, yaitu yang pertama Bank Muamalat Indonesia, Bank 
Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang berdiri di 
Indonesia yang beroperasi sejak 24 april 1992. Akan tetapi akuisisi Bank 
Muamalat Indonesia saat ini sedang menjadi trending topic (headline) di 
berbagai media bisnis Indonesia, dikarenakan bank syariah tertua di 
Indonesia ini tengah mengalami kesulitan permodalan dan mencari 
investor baru.
11
 Berikut ini adalah tabel pembiayaan murabahah dan 
tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia: 
Tabel 1.4 
Pembiayaan murabahah dan NPF Bank Muamalat Indonesia 
          Pembiayaan murabahah dalam ribuan rupiah 
BANK MUAMALAT INDONESIA 
TAHUN PEMBIAYAAN MURABAHAH TINGKAT NPF 
2010 1.961.509.323 4,32% 
2011 3.062.091.724 2,60% 
2012 4.132.074.507 2,09% 
2013 6.326.035.776 1,35% 
2014 7.153.185.817 6,55% 
2015 6.092.508.337 7,11% 
2016 5.837.763.491 3,83% 
2017 7.269.927.944 4,43% 
2018 5.986.601.096 3,87% 
Rata-rata 5.313.522.002 4.01% 
        Sumber : Bankmuamalat.co.id
12 
Bank yang kedua ialah Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, dimana 
Bank BJB Syariah ini merupakan Bank syariah daerah yang beroperasi sejak 
30 april 2010 yang hanya berada di daerah Jawa Barat, Banten, Tangerang 
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 Hendri Tri Widi Asworo, “Akuisisi Bank Muamalat: Tawaran Tahir Rp5 Triliun 
Ditolak”,https://finansial.bisnis.com/read/20180927/90/842773/akuisisi-bank-muamalat-tawaran-tahir-







 Berikut ini adalah table pembiayaan murabahah dan tingkat 
NPF (Non Performing Financing) Bank Jabar Banten Syariah tahun 2010 
sampai tahun 2018: 
Table 1.5 
Pembiayaan murabahah dan NPF Bank Jabar Banten Syariah (BJB) 
 
Pembiayaan murabahah dalam jutaan rupiah 
BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH 
TAHUN PEMBIAYAAN MURABAHAH TINGKAT NPF 
2010 754.640.070 1,80% 
2011 1.148.050.000 1,36% 
2012 1.943.567.000 3,97% 
2013 1.112.836.064 4,35% 
2014 1.882.244.129 2,95% 
2015 2.753.505.841 6,93% 
2016 3.215.362.621 17,91% 
2017 3.122.668.383 22,04% 
2018 1.900.784.907 4,58% 
Rata-rata 
1.981.517.668 7.32% 
  Sumber : bjbsyariah.co.id
14 
Bank yang ketiga adalah Bank Panin Dubai Syariah, Bank Panin 
Dubai Syariah merupakan salah satu  bank syariah di Indonesia yang telah 
beroperasi sejak 6 oktober 2009. Akan tetapi beredar kabar di berbagai media 
bahwa Bank Panin Dubai Syariah memiliki banyak investor asing.
15
 meskipun 
pada 2018 lalu mayoritas saham masih dipegang oleh Bank Panin akan tetapi 
Investor asing ikut memegang 38,25% saham bank Panin Dubai Syariah.
16
  






 Sanny Cicilia, “Diisukan ada investor anyar masuk, ini komentar Bank Panin Syariah” 
Https://keuangan.kontan.co.id/news/diisukan-ada-investor-anyar-masuk-ini-komentar-bank-panin-
syariah, Diakses pada Kamis 8 maret 2018 / 16: 42 WIB.  
16
 Ojk.go.id/ Direktori Perbankan Indonesia 2018 
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Berikut adalah tabel jumlah saham yang dipublikasikan oleh direktori 
perbankan syariah tahun 2018. 
 
Tabel diatas menunjukan besaran jumlah saham yang dimiliki oleh 
investor asing sebesar 38,25% dan juga berperan sebagai pemegang saham 
pengendali di Bank Panin Dubai Syariah. Berikut ini adalah  table pembiayaan 
murabahah dan table NPF Bank Panin Dubai Syariah tahun 2010-2018: 
Table 1.6 
Pembiayaan Murabahah dan NPF Bank Panin Dubai Syariah 
          Pembiayaan murabahah dalam jutaan rupiah 
BANK PANIN DUBAI SYARIAH 
TAHUN PEMBIAYAAN MURABAHAH TINGKAT NPF 
2010 40.733.180 0% 
2011 383.523.736 0,82% 
2012 770.027.227 0,20% 
2013 1.231.834.878 1,02% 
2014 617.336.777 0,53% 
2015 526.897.946 2,63% 
2016 1.020.472.967 2,26% 
2017 976.290.106 12,5% 
2018 453.276.900 4,81% 
Rata-rata 
668.932.635 2.75% 
     Sumber : paninbanksyariah.co.id
17 





Berdasarkan permasalahan yang ada pada ketiga Bank yang akan 
dijadikan sampel penelitian ini, dan melihat adanya hubungan antara 
pemberian pembiayaan bermasalah yang akhirnya akan berpengaruh terhadap 
Non Performing Financing ketiga bank tersebut. Maka peneliti bermaksud 
melakukan penellitian lebih jauh dengan judul “Pengaruh Pemberian 
Pembiayaan Murabahah  Terhadap Non Performing Financing (NPF) 
Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. 
D. Batasan Masalah 
Dari tema tentang pembiayaan murabahah ini banyak yang dapat 
dibahas dari berbagai aspek antara lain dari sisi Prosedur pengajuan akad 
murabahah, prospek perkembangan akad murabahah, efektifitas penyaluran 
pembiayaan murabahah kepada masyarakat dan lain-lain, serta penjelasan 
mengenai apa yang dimaksud dengan Non Performing Financing. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 





F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui penyebab Non Performing Financing pada bank umum 
syariah. 
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pemberian pembiayaan 
murabahah terhadap Non Performing Financing. 
Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat 
dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun 
kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah sebagai salah 
satu bagian dari ekonomi Islam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Bank 
Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan Bank Umum 
Syariah dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah 
pembiayaan murabahah. 
b. Bagi Penulis 
Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang 
lebih mendalam lagi mengenai perbankan syariah khususnya mengenai 
13 
 
pembiayaan murabahah  dan pengaruhnya terhadap Non Performing 
Financing serta memenuhi salah salah satu syarat dalam menyelesaikan 
Program Studi Perbankan Syariah. 
c. Bagi Akademisi 
Menambah khasanah pengetahuan dalam pengaruh pembiayaan 
murabahah terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum 
Syariah serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama 







A. Definisi Murabahah 
Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis ba‟i atau jual 
beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan 
oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf 
Usmani, pada dewasa ini murabahah  menduduki porsi 66% dari semua 
transaksi investasi bank-bank syariah (Islamic Banks) di dunia (Ashraf 
Usmani, t.th.: 45). Maulana Taqi Usmani dalam tulisannya tentang 
murabahah mengemukakan bahwa “Most of the Islamic Banks and financial 
institutions are using Murabahah as an Islamic mode of financing, and most 
of their financing operation are based on Murabahah.”18 
Murabahah adalah istilah dalam Fikih islam yang berarti suatu bentuk 
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 
harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 
tersebut, dengan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
19
 
Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase 
tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) 
atau bisa dilakukan kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, 
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 Maulana Taqi Usmani, Islamic Finance: Musharakah & Mudarabah, 
www.darululoomkhi.edu.pk/fiqh/islamicfinance/murabaha.html. 
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murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran 
tertunda (deferred payment), seperti secara umum dipahami oleh sebagian 
orang yang mengetahui murabahah  hanya dalam hubungannya dengan 




Jadi singkatnya, pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang 
banyak digunakan oleh perbankan syariah. Yaitu, suatu akad jual beli barang 
sesuai dengan harga barang kemudian ditambah dengan perolehan keuntungan 
(margin) yang disepakati antara bank dan nasabah. Bank membelikan barang 
yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan 
menambahkan keuntungannya (margin) yang telah disepakati antara bank dan 
nasabah saaat melakukan akad pembiayaan. Yang membedakan murabahah 
dengan penjualan lain adalah, dalam pembiayaan murabahah bank 
memberitahukan harga pokok barang dan seberapa besar bank mengambil 
keuntungan (margin) yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dalam bentuk 
persentase. Kemudian nasabah dapat membayarnya dengan cara cicilan atau 
bisa juga secara langsung. 
B. Akad Murabahah 
Akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat menentukan 
bagi keabsahan transaksi yang terjadi antara para pihak yang membuat akad 
itu. Jika terdapat syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akad yang 
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bertentangan dengan prinsip syariah, maka akad itu akan batal. Dalam akad 
murabahah, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-




M. Umer Chapra mengemukakan bahwa murabahah  merupakan 
transaksi yang sah menurut ketentuan syariah apabila risiko transaksi tersebut 
menjadi tanggung jawab pemodal (yaitu bank) sampai penguasaan (possesion) 
atas barang tersebut telah dialihkan oleh bank kepada nasabah. Menurut 
Chapra, agar transaksi yang demikian itu sah secara hokum, maka bank harus 
menandatangani dua perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang pertama adalah 
perjanjian antara bank dan pemasok barang dan perjanjian yang kedua adalah 
perjanjian antara bank dan nasabah yang memesan barang tersebut. Bila hanya 
memiliki satu perjanjian antara bank dan pemasok saja maka menurut chapra, 
transaksi tersebut tidak berbeda dengan suatu transaksi yang didasarkan atas 
bunga yang dilarang dalam islam (Chapra, 1986: 170).
22
 
Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah berasal dari 
kata Ribhu (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut 
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 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, 





jumlah keuntungannya (Margin/Mark-up). Bank bertindak sebagai penjual, 
sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari 
pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual 
dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam dalam akad 




Landasan Syari’ah Murabahah adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah, No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Wakalah, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, 
No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, No. 23/DSN-
MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, No. 46/DSN-
MUI/II/2005 tentang Potongan Tagiham Murabahah, No. 47/DSN-
MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah tidak 
mampu membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali 
tagihan Murabahah, No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi akad 
Murabahah, No. 84 Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al- 
Murabahah (Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah).
24
 
1. Fitur dan mekanisme : 
a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 
Murabahah dengan nasabah. 
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b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 
barang yang dipesan nasabah. 
d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan 
tanpa dijanjikan di muka.
25
 
2. Hak perusahaan pembiayaan antara lain : 
a. Memperoleh pembayaran dari konsumen sebesar harganya secara 
angsuran sesuai yang dijanjikan. 
b. Mengambil kembali objek Murabahah apabila konsumen sebagai  
pembeli (musyitari) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana 
diperjanjikan. 




3. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai penjual (ba‟i) antara lain : 
a. Menyediakan objek Murabahah sesuai yang disepakati bersama 
dengan konsumen sebagai pembeli (musytari). 








 Ibid., h. 383 
27
 Ibid., h. 384 
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Dalam menyediakan objek Murabahah, perusahaan pembiayaan dapat 
mewakilkan pembelian barang tersebutu kepada konsumen berdasarkan 
prinsip wakalah, yaitu perjanjian (akad) dimana pihak yang memberi kuasa 
(muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) 
untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
28
 
4. Hak dan kewajiban konsumen antara lain: 
a. Menerima objek Murabahah dengan keadaan baik dan siap 
dioperasikan. 
b. Membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang 
diperjanjikan. 
c. Mengembalikan atau menitipjualkan objek yang dibiayai. 
5. Ketentuan objek murabahah: 
a. Dapat dinilai dengan uang 
b. Dapat diterima oleh konsumen 
c. Tidak dilarang oleh syariat islam 
d. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui 
identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya.
29
 
Objek Murabahah diantaranya meliputi: 
a) Kendaraan bermotor 
b) Rumah 







c) Barang-barang elektronik 
d) Alat-alat rumah tangga bukan elektronik 
e) Barang konsumtif lainnya 
6. Persyaratan penetapan harga barang dalam Murabahah wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan diawal perjanjian dan tidak 
boleh berubah selama waktu perjanjian. 
b. Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. 
c. Diperkenankan adanya perbedaan dalam harga baranng untuk cara 
pembayaran yang berbeda. 
d. Harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan) sedangkan 
harga beli harus diberitahukan kepada konsumen.
30
 
7. Persyaratan penetapan uang muka („urbun) dalam Murabahah wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Perusahaan pemibiayaan diperbolehkan meminta konsumen untuk 
membayar uang muka („urbun) saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
b. Dalam hal konsumen menolak membeli barang tesebut, maka biaya riil 
perusahaan pembiayaan harus dibayar dari uang muka („urbun) 
tersebut. 





c. Dalam hal nilai uang muka („urbun) lebih kecil dari kerugian yang 
harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan, maka perusahaan 




8. Persyaratan mengenai pengakhiran transaksi Murabahah sebelum jatuh 
tempo wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Dalam hal konsumen Murabahah melakukan pelunasan pembayaran 
lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, perusahaan pembiayaan 
diperbolehkan memberikan potongan dari kewajiban pembayaran 
tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad murabahah. 
b. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan 
pada kebijakan dan pertimbangan perusahaan pembiayaan.
32
 
Apabila konsumen telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan 
utang dalam Murabahah, maka perusahaan pembiayaan wajib menunda 
tagihan utang sampai dengan konsumen menjadi sanggup kembali membayar 
tagihan utang atau adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. 
Persyaratan penetapan sanksin dalam Murabahah harus sesuai ketentuan 
sebagai berikut: 
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a) Konsumen yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran dan/atau 
tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar angsuran 
dapat dikenakan sanksi. 
b) Sanksi dapat berupa denda social (ta‟zir) ataupun ganti rugi (ta‟widh) 
berdasarkan atas sebab tertundanya pembayaran dan akibat yang 
ditimbulkan dari penundan tersebut. 
c) Konsumen yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan keadaan 
memaksa (force majeure) tidak dapat dikenakan sanksi.
33
 
Dalam kontrak akad Murabahah paling kurang memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen. 
2) Spesifikasi objek Murabahah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran 
dan tipe. 
3) Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran. 
4) Jangka waktu. 
5) Ketentuan jaminan dan asuransi. 
6) Ketentuan mengenai uang muka. 
7) Ketentuan mengenai diskon/potongan. 
8) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh 
tempo. 
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9) Ketentuan menngenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang 
menunda pembayaran angsuran.      
10) Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. 
Dokumentasi dalam Murabahah oleh perusahaan pembiayaan paling 
kurang meliputi: 
1) Surat persetujuan prinsip (offering letter) 
2) Surat permohonan realisasi Murabahah 
3) Akad wakalah (bila diperlukan) 
4) Tanda terima uang konsumen, dalam hal perusahaan pembiayaan 
(ba‟i) mewakilkan kepada konsumen (musytari) melalui wakalah 
5) Akad Murabahah 
6) Perjanjian pengikatan jaminan 
7) Tanda terima barang34 
C. Teori Murabahah 
Secara bahasa, Murabahah berasal dari kata Ribh, yang bermakna 
tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep 
Murabahah terdapat pengertian yang berbeda-beda, diantaranya. 
Menurut Utsmani, pengertian murabahah adalah salah satu bentuk jual 
beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli 
tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga 
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pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga 
jual nantinya. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, pengertian murabahah 
adalah mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan akumulasi 
dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi 
atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang 
diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang 
diinginkan diketahui oleh pembeli.
35
 
Definisi murabahah menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya “Mughni” 
Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin 
keuntungan yang telah disepakati.
36
 
Imam al-Mawardi dalam kitab al-Iqna‟ fi Hillil Alfadh Abi 
Sujja‟ (1/468), mendefinisikan akad murabahah ini sebagai berbagi 
keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah/rasio keuntungan 
yang diketahui di awal.
37
 
Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan yang pertama, 
bahwa akad Murabahah adalah akad yang diperbolehkan di dalam syariat 
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islam. Kedua, terdapat 2 pihak didalam akad Murabahah yaitu pemodal dan 
dan adanya orang yang dimodali atau membutuhkan modal. Ketiga, dalam 
akad Murabahah harus diketahui harga pokok barang dan besaran keuntungan 
yang diambil oleh si pemodal untuk dijual kembali kepada yang 
membutuhkan. 
D. Mekanisme Murabahah 
1. Pembebanan Biaya 
Para ulama mahzab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang 
dapat dibenbankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama 
Mahzab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan 
transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan 
transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.
38
 
Sebagai contoh mengenai masalah perintah dan larangan, bahwa 
tidaklah suatu perintah ataupun larangan kecuali terdapat kemaslahatan 
dan manfaat didalamnya baik itu dalam segi agama maupun kehidupan 
manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti firman Allah 
Subhanahu wa Ta’ala didalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 157: 
                      
             
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Artinya : “ (Ia) yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma‟ruf dan 
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan 
bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala 
yang buruk”. (QS Al - A’raf : 157)39 
Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak 
ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. 
Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, 
mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa 
membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan 
kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis. 
Ulama mahzab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya 
yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya 
tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam 
keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai 
barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya.
40
 
Ulama mahzab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya 
yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka 
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Ulama mahzab Hambali berpendapat bahwa semua biaya 
langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual 
selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan 
menambah nilai barang yang dijual.
42
 
Secara singkat, dapat diambil kesimpulan bahwa keempat mahzab 
tersebut membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayar 
pada pihak ketiga. Dan keempat mahzab juga bersepakat tidak 
membolehkan membebabankan biaya langsung yang berkaitan dengan 
pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya 
langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mahzab 
juga membolehkan pembebankan biaya tidak langsung yang dibayarkan 
kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. 
Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mahzab Maliki tidak 
membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mahzab lainnya 
membolehkannya. Mahzab yang empat sepakat tidak membolehkan 
pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau 













2. Murabahah Dengan Pesanan 
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa 
pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan 
pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat 
mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang 
dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). 
Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli 
barang tertentu dengan spesifikasi tertentu,  sedangkan barang tersebut 
belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan 
membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian 
menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si fulan ingin 
membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli 
dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi 
Murabahah dengan pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam, antara lain 
dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan asy-syaibani, Imam 
Syafi’I, dan Imam Ja’far ash-shiddiq.44 
Murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta 
pembayaran Hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. 
Hal ini sekedar untuk menunjukan bukti keseriusan si pembeli. Bila 
kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan 
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di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, Hamish 
ghadiyah ini dapat digunakan untuk menutup keruguian si dealer mobil. 
Bila jumlah Hamish ghadiyah-nya lebih kecil dibandingkan jumlah 
kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta 
kekurangnnya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan 
itu. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, 
pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.
45
 
3. Tunai atau Cicilan 
Pembiayaan Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 
Dalam Murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga 
barang untuk pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan 
dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran 
kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun 
dalam bentuk lump sum (sekaligus). 















1a. Supplier menjual secara tunai 
1b. Bank membeli secara tunai Rpx,- 
2a. Bank menjual secara cicilan 
2b. Nasabah membayar secara cicilan Rpx,- + keuntungan bank 








Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah: 
a. Mempercepat pembayaran cicilan; atau 
b. Melunasi piutang Murabahah sebelum jatuh tempo.46 
Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan Murabahah 
secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: 
a. Pembiayaan Murabahah yang didanai  dengan URIA 
(Unrestricted Investment Account = Investasi tidak terikat) 
b. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted 
Investment Account = Investasi terikat) 
c. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan modal Bank 
Dalam setiap pendisainan sebuah pembiayaan, faktor-faktor yang perlu 
diperhatikan adalah: 
a. Kebutuhan nasabah 
b. Kemampuan finansial nasabah 
Faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi sumber dana yang akan 
digunakan untuk pembiayaan tersebut.
47
 
4. Praktek Murabahah dalam Perbankan Syariah 
Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah  untuk 
memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna 
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pembelian suatu barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki 
uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam 
perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga 
beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas kenaikan laba (mark-
up). Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran 
tunda) adalah sebagai berikut: (1) si pembeli harus memiliki pengetahuan 
tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba 
(mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus 
biaya-biayanya; (2) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan 
dibayar dengan uang; (3) apa yang diperjual-belikan harus ada dan 
dimiliki oleh penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu 
kepada si pembeli; dan (4) pembayarannya ditangguhkan. Murabahah 
seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana 
ada barang yang di identifikasikan untuk dijual.
48
 
Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah  
sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira 75% 
dari total kekayaan mereka. Angka persentase ini kira-kira cocok dengan 
bank-bank islam. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas 
Murabahah dalam operasi investasi perbankan islam: (1) murabahah 
adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan 
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dengan system Profit and Loss Sharing (PLS), cukup memudahkan; (2) 
mark-up dalam murabahah  dapat ditetapkan sedemikian rupa sehinga 
memasikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding 
dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan 
bank-bank islam; (3) murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada 
pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan system PLS; dan (4) 
murabahah tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri 
manajaemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab 




5. Perbandingan antara Pembiayaan berbasis Murabahah dan Bunga Tetap 
Tujuan perbandingan ringkas disini adalah untuk melihat apakah 
ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan murabahah dengan 
pembiayaan lewat bunga tetap untuk tujuan-tujuan yang sama. 
Perbandingan difokuskan pada aspek-aspek berikut: harga pembiayaan 
risiko dalam pembiayaan murabahah, hubungan antara bank dan pembeli, 
dan penyelesaian utang. 
Mekanisme pembiayaan dengan skim Murabahah memang 
dibilang mirip dengan pembiayaan yang menggunakan bunga tetap, maka 
disini kita akan melakukan perbandingan agar terlihat perbedaan yang 
signifikan diantara keduanya. Yaitu harga (biaya) pembiayaan, 
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sebagaimana diketahui bahwa ketika sebuah bank konvensional 
memberikan pinjaman kepada seorang debitur, maka bunga yang 
dikenakan pada pinjaman dikaitkan dengan pokok pinjaman dan waktu 
jatuh tempo pinjaman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bukanlah 
menjadi urusan bagi bank konvensional terkait mengenai berapa harga 
barang yang akan dibeli oleh seorang nasabah. 
Yang terpenting adalah bagaimana memperoleh suku bunga terkait 
yang sedang berlaku (baik suku bunga tetap ataupun tidak tetap).  Akan 
tetapi tidak demikian halnya dengan perbankan syariah melalui 
pembiayaan murabahah, bank syariah terlebih dahulu memastikan bahwa 
nasabah mengetahui total harga barang yang dibutuhkan sebelumnya.
50
 
6. Biaya untuk Pembiayaan 
Terkait dengan pembiayan murabahah di atas, timbul pertanyaan, 
apakah LKS dibolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah 
sebagai tanda keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan 
murabahah? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 
13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Menurut 
Fatwa DSN No. 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang 
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muka dalam akad jual beli adalah boleh (jawaz). Oleh karena itu, LKS 
dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan 
murabahah kepada nasabah apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka 
juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka 
nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah 
kepada LKS apabila akad murabahah terlaksana. 
Namun, apabila pembiayaan akad murabahah tidak jadi dilaksanakan 
karena dibatalkan oleh nasabah, uang muka nasabah tersebut akan 
digunakan oleh LKS untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-
biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan pembiayaan akad 
murabahah. Apabila uang muka jumlahnya lebih besar dari kerugian, 
maka LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila 
uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
51
 
7. Hubungan antara Bank dengan Nasabah Murabahah 
Menurut pengalaman, para praktisi bank syariah dalam berhubungan 
dengan nasabah permbiayaan, produk ini dibagi menurut tingkat 
kepercayaan yang telah terjalin diantara keduanya. Untuk nasabah yang 
baru, Untuk nasabah yang baru, biasanya tidak langsung diberikan pembiayaan 
dengan kepercayaan penuh, seperti Mudharabah atau Musyarakah. Tetapi diberikan 
                                                             
51
 Abdul Rasyid, “Uang Muka Dalam Pembiayaan Murabahah” (On-line), tersedia di: 
http://business-law.binus.ac.id/2018/08/15/uang-muka-dalam-pembiayaan-murabahah/ (Agustus 
2018), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
35 
 
produk jual beli, seperti Murabahah ( atau Bai‟ Thaman Ajil menurut BIMB, salam 
dan istishna. Karena dalam produk ini bank dapat menerapkan semua prinsip 
perbankan murni, seperti hutang, kewajiban cicilan, jangka waktu, tingkat harga, 
jaminan tambahan dan sebagainya. Ketika melalui produk pembiayaan ini 
kepercayaan nasabah sudah dapat dilihat, bank k, dan kemudian menawarkan produk 
yang lebih berisiko, seperti Mudharabah. Pada produk ini bank tidak dapat lagi 
membebankan resiko pada nasabah. Karena sepenuhnya ditanggung oleh bank 
Kredibilitas, integritas dan accountibilitas nasabah sebagai mudharib menjadi faktor 
penentu. Dan jika dengan produk inipun nasabah bisa dipercaya, maka produk yang 
tertinggi tingkat resikonya yaitu Qardh (pinjaman tanpa bagi hasil) dapat diberikan 
pada tingkat ini, nasabah telah mencapai tigkat prima (prime customer) karena 
tanpa jaminan dan tanpa kewajiban memberikan tambahan, bank dapat 
memberikan pinjaman. Biasanya diberikan untuk kebutuhan mendesak, 
berjangka waktu relative pendek, tidak bisa dilayani oleh produk lain dan 
kemungkinan besar tidak akan macet.
52
 
8. Piutang Murabahah 
Pembiayaan untuk suatu kongsi berdasarkan murabahah  yang 
harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh beda dengan 
pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Jika dalam pinjaman 
dengan suku bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan 
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jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si debitur 
mampu membayar atau tidak. Namun dalam bank islam, debitur harus 
diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan 
perintah Al-Qur’an surat Al-baqarah: 280 yang berbunyi: 
                      
         
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 280)53 
Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan 
beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk 
pembayaran. Meskipun utang dlam jual beli murabahah adalah tetap, 
dalam arti bahwa jumlah utang tidak dapat berubah setelah kontrak 
ditanda tangani oleh bank dan pembeli, bank dapat melindungi 
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E. Kualitas Pembiayaan (Penilaian kualitas Pembiayaan) 
Ada beberapa golongan kualitas kredit, yaitu: 
1. Kredit lancar (pass) 
Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kreteria seperti dibawah 
ini: 
a. Pembayaran angsuran pokok/bunga tepat waktu. 
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif. 
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash 
collacteral). 
Indikatornya adalah sebagai berikut: 
(1) Industry:  
a. diterima/umum 
b. permintaan cukup 
c. profitabilitas cukup 
d. persaingan minimal 
(2) Perusahaan: 
a. Di atas rata-rata sector 
b. Daya saing kuat 






c. Cash flow memadai 
d. Rasio utang rendah 
e. Dua sumber pembayaran kembali 





a. Memiliki kemampuan 
b. Memiliki integritas 
c. Memeiliki visi strategis yang jelas 
d. Control yang baik 
e. Eksternal audit yang baik 
f. Viability: tidak ada risiko yang signifikan 
2. Perhatian Khusus 
Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila 
memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 
melampaui 90 hari, atau 
b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 
c. Mutasi rekening relative aktif; atau 
d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 
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e. Didukung oleh pinjaman baru. 
Indikatornya adalah sebagai berikut: 
(1) Industry: dipertanyakan, pendapatan menurun, kompetisi 
meningkat, kompetisi harga meningkat, biaya operasi meningkat 
dan dalam real estate: tingkat hunian dan/atau daya serap 
menurun. 
(2) Perusahaan: di dalam rata-rata sector dan beberapa kelemahan 
dalam persaingan. 
(3) Keuangan: keuntungan rendah, likuiditas dapat diterima, rasio 
utang moderat, dua sumber pembayaran kembali, aliran kas lebih 
rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman, dan 
dapat menopang perubahan kecil foreign exchange dan suku 
bunga. 
(4) Manajemen: mampu memenuhi syarat, memiliki integritas, 
beberapa permasalahan strategi, perbaikan dalam control, komite 
pemilik dan manajemen, dan eksternal audit dapat diterima. 
(5) Viability: kemampuan melepaskan diri dari masalah, kekuatan 
untuk menanggulangi, pemilik dapat mendukung, modal baru 
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3. Kurang Lancar (Substandard) 
Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancer apabila 
memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 90 hari; atau 
b. Sering terjadi cerukan; atau 
c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau 
d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan lebih dri 90 
hari; atau 
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 
f. Dokumentasi pinjaman yang lemah. 
Indikatornya adalah sebagai berikut: 
(1) Industry: bergejolak, pendapatan menurun, risiko liberalisasi, 
risiko bahan mentah, risiko devaluasi, regulasi harga, dan weak 
co under preasure. 
(2) Perusahaan: dibawah rata-rata sector, tingkat kompetisi tinggi, 
dan aspek teknologi lemah. 
(3) Keuangan: pendapatan rendah mendekati 0 (nol), likuiditas 
rendah, rasio utang tinggi, satu pinjaman, asset rentan terhadap 
perubahan kurs foreign exchange dan bunga, meningkatnya 
masalah modal kerja. 
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(4) Manajaemen: kepastian rendah, kurang pengalaman, integritas 
diragukan, tidak ada visi strategis, control yang lemah, konflik 
kepemimpinan, dan eksternal audit dapat melemah. 
(5) Viability: dukungan pemilik diragukan, memerlukan pemasaran 
yang baru, risiko masa depan yang potensial, terdapat masalah 
ketenagakerjaan, dan produk serta pasar tidak dapat ditingkatkan. 
4. Diragukan (Doubfull) 
Kredit yang digolongkan dalam kredit diragukan apabila memenuhi 
kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 180 hari; atau 
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanaen; atau 
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau 
d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau 




Indikatornya adalah sebagai berikut: 
(1) Industry: tidak baik, pendapatan 0 (nol) atau negative, kompetisi 
harga sangat tajam, harga menurun, memerlukan restrukturisasi 
operasional, dan harga politis. 





(2) Perusahaan: jauh dibawah rata-rata sector, tingkat kompetisi 
yang sangat tinggi, masalah teknologi yang parah, membutuhkan 
modernisasi yang mendesak, kehilangan pasar, masalah produk, 
dan ekspansi yang terlalu cepat. 
(3) Keuangan: kerugian operasional, tidak likuid, menjual asset 
untuk mempertahankan usaha, aliran kas lebih rendah dibanding 
dengan pembayaran bunga, rasio utang sangat tinggi, sumber 
pembayaran tidak cukup, dan meningkatnya modal kerja 
menyembunyikan kerugian operasional. 
(4) Manajemen: parah, tidak kompeten, tidak bias bekerja sama, 
control sangat lemah, masalah kepemilikan, tidak ada sumber 
permodalan baru, dan eksternal audit yang parah. 
(5) Viability: masalah operasional, kelebihan tenaga kerja yang 
banyak, membutuhkan penghapusan utang, restrukturisasi 
proses, dan pengembalian biaya tidak penuh. 
5. Macet (Loss) 
Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 270 hari; atau 
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 
c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 
dicairkan dalam nilai wajar. 
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Indikatornya adalah sebagai berikut: 
(1) Industry: hampir mati, struktur industry lemah, dan bersifat 
anakronis. 
(2) Perusahaan: tidak dapat berkompetisi, ketinggalan teknologi, 
produk yang lemah, risiko Negara, peran yang sangat terbatas, 
dan lower quartile. 
(3) Keuangan: kerugian yang besar, penjualan asset saat merugi, 
masalah kas dan utang yang  parah, aliran kas lebih rendah 
dibanding dengan biaya produksi, dan tidak ada sumber 
pembayaran (kecuali likuidasi). 
(4) Manajemen: sangat parah, tidak dapat dipercaya, sangat tidak 
kompeten, kemungkinan terjadi fraud dan tidak ada 
kepemimpinan. 
(5) Viability: sangat dipertanyakan, harus dilikuidasi, harus 
dipecah-pecah, likuidasi pada nilai dasar, dan pembeli sedikit.
58
 
F. Non Performing Financing (NPF) 
1. Pengertian Non performing financing (NPF) 
Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 
yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 
syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia 
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kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, 
diragukan, dan macet. Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya 
mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga 
semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) 
maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, 
dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang 
dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat 





                    
                
       
2. Kriteria kesehatan bank berdasarkan tingkat NPF 
Dilihat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007 
tujuan dari rasio NPF adalah digunakan untuk mengukur tingkat 
pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Berikut ini adalah tabel 
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Tabel 2.1 Kriteria Kesehatan Bank  




Tingkat kriteria NPF Keterangan 
1 NPF < 2% Sangat Sehat 
2 2% ≤ NPF < 5% Sehat 
3 5% ≤ NPF < 8% Cukup Sehat 
4 8% ≤ NPF 12% Kurang Sehat 
5 NPF > 12% Tidak Sehat 
Sumber: Surat Edaran BI No.9/24/DPbS/2007. www.bi.go.id 
Tabel diatas menunjukan rasio kesehatan bank berdasarkan 
tingkat NPF, semakin tinggi tingkat rasio NPF maka semakin tinggi bank 
menghadapi resiko pembiayaan bermasalah.  
3. Tinjauan tentang Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah 
NPF (Non perfoming Financing) pada mulanya selalu diawali 
dengan “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan 
dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang 
telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk 
perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat 
alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat dari 
itikad baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank 
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Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu: 
a. Kredit yang di dalam pelakasanaannya belum mencapai/memenuhi 
target yang diinginkan oleh pihak bank. 
b. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi 
bank dalam artian luas. 
c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, 
baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau 
pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank 
yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. 
d. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama 
apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan 
diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum 
mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank. 
e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai 
perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di 
perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko 
di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. 
f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya 
terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank 
yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. 
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g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancer, diragukan, dan 
macet serta golongan yang berpotensi menunggak.
61
 
4. Kategori Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Finance) 
Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997 menunjukan bahwa 
bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan dan 
memiliki kinerja lebih baik di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku 
bunga yang tinggi. Hal ini minimal terlihat pada angka NPF (Non 
Performing Finance) yang lebih rendah dibanding sistem konvensional, 
tidak adanya negative spread, dan konsistensinya dalam menjalankan 
fungsi intermediasi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik 
operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat 
tidak transparan (gharar) dan spekulasi (maysir).
62
 
Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak 
terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan 
mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang 
diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan 
disetujui sebelum dipastikan hal pokok, di antaranya sebagai berikut: 
1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram? 
2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? 
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3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? 
4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? 
5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau 
berorientasi pada senjata pembunuh masal? 




Berbeda dengan produk penyaluran dana bank konvensional berupa 
kredit yang selalu mendasarkan pada sistem bunga (interest based 
product), produk bank syariah di bidang penyaluran dana berupa 
pembiayaan mendasarkan pada akad-akad tradisional islam atau yang 
lebih dikenal dengan produk berdasarkan prinsip syariah. Produk 
dimaksud bisa mendasarkan pada akad jual beli (murabahah, salam dan 
istishna), akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-
menyewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik) dan akad-akad 
pinjaman tanpa bunga (qardh dan qardh al hasan).
64
 
Dengan melihat NPF sekarang bank dapat mempertimbangkan 
seberapa pembiayaan yang akan disalurkan. Sehingga makin besar NPF 
maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut yang akan 
mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena NPF yang 
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tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus 
mengeluarkan biaya untuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva 
Produktif) yang terbentuk. Bila ini terjadi secara terus menerus maka 
modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga menurun nilai 
profitabilitas bank. Salah satu implikasi lain bagi pihak bank sebagai 
akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya 
kesempatan untuk  memperoleh income (pendapatan) dan pembiayaan 
yang diberikan sehingga megurangi perolehan laba dan berpengaruh 
buruk bagi rentabilitas bank. Maka dari itu semakin tinggi NPF (Non 




5. Faktor – faktor yang Mempengaruhi NPF (Non Performing Financing) 
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kaeran 
kesulitankesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan 
keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan 
faktor eksternal. 
a. Faktor internal 
Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan 
sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. 
Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang 
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disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, 
seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, 
lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan utang 
piutang uyang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva 
tetap, permodalan yang tidak cukup. 
b. Faktor eksternal 
Faktor eksternal adalah faktorfaktor yang berada di luar 
kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, 
peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 
perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dll.
66
 
Siswanto Sutojo mengatakan, bahwa pembiayaan bermasalah 
dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian 
pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak 
debitur, antara lain: 
a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan 
merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana 
mereka beroperasi. 
b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau 
karena kurang berpengalaman dalam bidan usaha yang mereka 
tangani. 
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c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang 
berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa 
orang anggota keluarga debitur. 
d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang 
lain. 
e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius. 
f. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur,  misalnya perang dan 
bencana alam. 
g. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan 
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: Hubungan secara parsial 
Gambar 3.2 
Skema kerangka pemikiran 
 
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
masalah yang penting.
68
 Kerangka pemikiran pada gambar 1.2 menunjukan 
keterkaitan antara variabel bebas yaitu Pembiayaan Murabahah (X) dengan 
variabel terikat Non Performing Financing (Y) sebagai variabel dependen. 
Persentase Non Performing Financing dapat meningkat apabila terdapat 
pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad Murabahah. 
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2. Total Pembiayaan 
1. Pembiayaan dalam kualitas 
Lancar (Pass) 
2. Pembiayaan dalam kualitas 
Perhatian Khusus 
3. Pembiayaan dalam kualitas 
Kurang Lancar (Substandard) 
4. Pembiayaan 
dalam kualitas Diragukan 
(Doubfull) 




Pada Pembiayaan Murabahah (X) tolak ukur yang digunakan adalah 
perbandingan antara Pembiayaan Murabahah dengan Total Pembiayaan, skala 
yang digunakan adalah rasio.
69
 Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Total 
Pembiayaan sudah tertera di dalam laporan keuangan yang telah di 
publikasikan. 
Pada Non Performing Financing (Y) terdapat 5 tolak ukur yang 
digunakan dalam penilaian pembiayaan bermasalah, yang pertama yaitu 
lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, yang kedua yaitu perhatian 
khusus apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari, yang ke 
tiga yaitu kurang lancar apabila terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 
hari, yang ke empat diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan yang telah 
melampaui 180 hari, dan yang kelima yaitu macet apabila terdapat tunggakan 
angsuran yang telah melampaui 270 hari. 
H. Tinjauan Pustaka 
Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian 
ini adalah : 
1. Hasil penelitian  yang dilakukan Winda Anggraeni yang berjudul 
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah 
Dan Penanganan Permasalahanya, studi pada PT. Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung”. Dari hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa di priode 
2011-2016 pembiayaan murabahah mencapai Rp.69.696.629.231 
dengan pembiayaan bermasalah Rp. 896.532.221. Jumlah ini masih 
dapat dikatakan normal karena belum mencapai 5%. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah di Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung adalah Dana 
Pihak Ketiga (DPK), Non Perfoming Financing (NPF) dan Margin. 
Sedangkan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang 
diambil oleh Bank Syari’ah Mandiri telah sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip syari’ah. Hal ini 
terlihat dari bagaimana Bank Syar’iah Mandiri dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah, yaitu  dengan mengutamakan prinsip 
kekeluargaan atau system musyawarah, serta  menggunakan 
pendekatan Religius pada nasabah pembiayaan bermasalah dengan 
menempatkan tanggung jawab atau kewajibanya.
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2. Hasil penelitian yang dilakukan Lifstin Wardiantika dan Rohmawati 
Kusumaningtias yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan 
SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah  Pada Bank Umum Syariah 
Tahun 2008-2012”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI dengan pembiayaan murabahah 
terhadap bank syariah selama 2008-2012. Variable dependent dari 
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penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Rasio kecukupan 
modal (CAR), Pembiayaan bermasalah (NPF), Dan Sertifikat Wadiah 
Bank Syariah (SWBI). Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan 
selama tiga bulan bank syariah public selama 2008-2012. Ini 
menggunakan sampel jenuh. Data menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan  yang diterbitkan oleh Bank 
Indonesia. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukan bahwa variable secara simultan DPK, CAR, 
NPF dan SWBI berpengaruh terhadap pembiayaaan murabahah. 
Secara parsial DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan 
murabahah. NPF mendapat pengaruh negative terhadap pembiayaan 
murabahah. Sementara CAR dan SWBI tidak mempengaruhi 
pembiayaan murabahah. Variable yang menjelaskan variable 
independent adalah mendapatkan 92% sedangkan sisanya 8% dapat 
dipengaruhi oleh variable lain.
71
 
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Nurjaya yang berjudul 
”Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI), 
Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia (periode januari 2017- maret 2011)”. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank 
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Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana 
Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank 
syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Time Series 
periode Januari:2006 – Maret:2011, yang bersumber dari Statistik 
Perbankan Indonesia. Untuk menganalisis, penulis menggunakan 
metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non 
Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan 
Murabahah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Inflasi, Non 
Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 
berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah. 
Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh 




Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan.
73
 Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap 
masalah  penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut 
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dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 
mengajukan hipotesis sebagai berikut : 
 H0 : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Non 
Performing Financing 
 H1 : Terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Non 
Performing Financing 
  
